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Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan

I(euang an Daerah (APBD)

ISMA CORYANATA
Universitas Bengkulu

ABSTRACT
This study exomined in{luence of occountobility, public porticipotion, ond public policy tronsporency on the relotionship

between budgeting knowledge ond budgeting conirol. The study somple wos from koto Bengkulu. Thirty legislotive

porticipoted in this study. Hypothesis ore losted empiricolly used regression.The result o{ siudy indicoted thot, first,

budgeting knowledge ore stoiicolly significont, positive coefficient indicoted thot high budgeting knowledge so high

budgeting control. Second, oll moderoting voriobles were occountobility, public porticipotion, ond public policy

tronsporency hod the relotionship beiween budgeting knowledge ond budgeiing control. Therefore this siudy sporied

onoihetr studies before.

Keyword:Accoutobility, Public Porticipotion, Public Policy, Tronsporoncy, Budgeiing Knowledge, Budgeting Control

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus

tefotmasi telah menimbulkan tuntutan yangberagam terhadap pengelolaan pemerintah yang

batk (good goaernment gzaernance). Tuntutan ini pedu dipenuhi dan disadati langsung oleh para

manaier pemerintahan daetah. Seiring dengan PP No 105/2000 yang diganti menjadi PP No.
58/2005 mensyaratkan perlu diperlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam

bentuk laporan keuangan (neraca daetah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah.

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakatmembawa perubahan dalam

kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah

adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan

dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut

dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang

kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah betsama-sama

Kepala Daenh (Bupati dan Walikota). Dampak lain yang kemudian muncul dalam rungka

otonomi daenhadalahtuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakangoodgouernance sebaga)
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pr21sy21rat penyelengg arazfl pemerintah dengan mengedepankan akuntanbilitas dan

transparansi. Untuk mendukung akuntanbilitas dan transparansi diperlukan internal control dan

eksternal control yangbaik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut

maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebiiaksanaan

pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan

dan pertanggungjawaban Anggaran menielaskan bahwa: (1) Pengzwasan 
^t^s ^nggaran

dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah

untuk melakukan pemerikasaan terhadap pengeloiaao anggaran'

pengawasan angg rzt:- yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan

faktor eksternal @ramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang

berpengaruh secara langsung terhadap pengav/asan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya

adalahpengetahuan tentang 
^nggat:ltt. 

Sedangkan faktot eksternal adalah pengaruh dari luar

terhadap fungsi pengalilasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap

pengawasafl yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan

transparansi kebii akan Publik.
penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Andrizn Q002) yang menyimpulkan bahwa

pengetahuan zfigg raflberpengaruh secara signifikan terhadap Pengawasall keuangan daenh

yang dilakukan oleh dewan. Sementara Pramono Q002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang

menghambat fungsi penga\xzasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDIr! dan

kurangnya sarana dan p t^sararta.

Penelitian yang mengufi apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebiiakan

publik akan meningkatkan fungsi pengav/asan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan

oleh Sopanah QOOZ).Ia menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan

terhadap pengav/asan APBD yang dilakukan oleh dewan. Bdt" iuga ditemukan adanya

hubungan interaksi 
^ntarz' 

pengetahuafl angg2djarl dengan partisipasi masvarakat adanya

hubungan signifikan terhadap pengau/asan APBD yang dilakukan oleh dewan' Sedangkan

interaksi pengetahuan anggarafldengan transparansi kebiiakan publik tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Oleh karena belum ditemukannya

variabel-variabel yang dapat berinteraksi antar pengetahuan 2lflggz! trdengan Peflgav/asan yang

dilakukan oleh dewan, membuat penulis tertarik untuk menguii kembali penelitian Andrini

QOOL) dan Sopanah QOO2) dengan menambahkan lagi variabel akuntabilitas sebagai variabel

moderating yang diharapakan akan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai

berikut:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang aflggafznmemPengafuhi pengawasan keuangan derah

(APBD)?

2. Apakah akuntabilitas, pattisipasi masyarakzt, dan transParansi kebifakan publik akan

berpengaruh terhadap hubungan zntarz- pengetahuafl arrggafaifl dengan PengawasaflI t_
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keuangan daerah (APBD) ?

Betkaitan dengan permasalahanyaflg telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah:

1 . Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan aflggzraflakan mempengaruhi dewan

dalam pengawasan keuangan daetah (APBD).

2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan

transParansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan afitarapengetahuan anggarzrf,l

dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN H IPOTESIS

PEN GERTIAN KEUANGAN DAERAH

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangafl rLegara adalah semua hak dan

kewajiban daerahdalam kerangka penyelengataan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan fiegar:. adalah semua hak dan

kewajiban negata setta segala sesuatu yang berkaian dengan hak-hak dan kewajiban tersebut

yangdapat dinilai dengan uang (Baswir,1999).

Dari pengertian keuangan r..egar^ tersebut di atas, maka pengertian keuang an daenh pada
dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana "flegara" dianologikan dengan
"dzerah" . Hanya saia dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban
daenhyangdapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupull barungyang
dapatmeniadi kekayaan daeruh berhubungan dengan pelaLsanaan hak-hak kewajiban tersebut
dan tentuny a dalambatas-batas kewenangan daerah (rc}'sar^ et.al,lgg7).

PEN GAWASAN KEUANGAN DAERAH
Pengawasan dipedukan untuk mengetahui zpakzh perencanaan yang telah disusun dapat

be\alansecara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut I(eputusan presiden No. 74
tahun 2001 (Ientang Tatz Can Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah) pasal (16)

menyebutkan bahwa Pengawasan pemerintah daerah adaizh pros€s kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin agar pemednah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturarl perundang-undangan yang bedaku.

Pengawasanyangdilakukan oleh dewan dapatberupapengawasan secaralangsungdan tidak
langsung settaprenefitf dan represif, Pengawasan langsung dilakukan secara pribad.i dengan cara

-. mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara
langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengav/asan tidak langsung dilakukan
dengan cara memp elajailaporan yang diterima dari pelaksana. Pengaw asanpreuentf dilakukan
melaldpre-audityattt:sebelum peketjaan dimulai. Pengawa san represf dtlakukan melatipost-audit
dengan pemedksaan rerhadap pelaks atta ndi tempat (inspeksi).



JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI VOL. I 2 NO. 2 JULI 2OI I

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyrsunan dan
pelaporan APBD. Pengawasan dipedukan pada setiap tahap bukan hanyapada tahap evaluasi

safa (A4ardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses

PenyusunanAPBD pengesahanAPBq pehksanaanAPBQ dan pertanggungjawabanAPBD.

Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adarya pengav/asan APBD adalah untuk (1)

meniaga agar 
^nggatufl 

y^ng disusun benar-benar dijalankan, Q) menjaga agar pelaksaraal
APBD sesuai dengan anggaraflyzng telah digadskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan ApBD
benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

PEN GETAHUAN DAN PEN GAWASAN KEUANGAN DAERAH
Dalam menialankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasias, dan ptofesi dewan sangat

ditentukan oleh kemamp u.an bargainingpositiondaLammemproduksebuahkebijakan. Kapabilitas
dan kemampuan dewan yang hatus dimiliki 

^nt^tz 
lain pengetahuan, keterampilan, dan

pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam

berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan part ainyz.

Beberapa penelitian yang menguii hubungan arrtara. kualitas anggota dewan dengan
kinerjanya diaflta::anya dilakukan oleh Sndradi, 2A01,; Syamsiar, 2001; Sutamoto, 2002,

Sopanah, 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kuaiitas dewan yang diukur dengan
pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengatuh terhadap kinerja dewan yang
salah satunya adalahkinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan
berkaitan dengan pengeahuan untuk m^say^ngakan datang.

Yudono Q002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara

tepat, melaksanakan tugas dan kewajibanny^ seczraefektif serta menempatkan kedudukannya

secara Proposional iika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi
teknis penyelenggaraanpemerintahan, kebijakanpubli( danlain sebagainya. pengetahuanyang

dibutuhkan dalam meiakukan Pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan
tentang aflggaran. Dengan mengetahui tentang anggarafl dihatapkan anggoa dewan dapat
mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran arrggarrrfl.-sehingga dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H,: Pengetahuan dewan tentang angga:.:afl belpengaruh

keuangandaenh.
terhadap pengav/asalr

AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN
KEUANGANDAERAH

Adanya perubahan pandtgma anggariiafl di era reformasi mefluntur adanya partisipasi
masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. IJntuk menciptakan akuntabilitas

kepada publik dipedukan partsipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam pen)'usunan

dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Achmadi QOO2) menyebutkan bahwa partisipasi

signifikan
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m^syarakztmeruPakan kunci sukses dari pelaksanaaflotonomi daerah karena dalampartisipasi

menyangkut asPek pengau/asan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk

pengau/asan terhadap pihak eksekutif melalui pihak tegislatif.

Peranan dewan dalam melakukan pengav/asan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh

keterlibatan masyarakat dalam advokasi araggani.Jadi, selain pengetahuan tentang anggar n
yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi masyarakat

diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai

berikut:

Hr: Akuntabilitas berpengaruh signifikan tethadap hubungan 
^rftara 

pengetahuan dewan

tentaflg anggaran dengan pengav/asan keuangan daerah

Hr: Partisipasi mzsyankat berpengaruh signifikan terhadap hubungan afltarapengetahuan

dewan tentang anggaran deogan pengawasan keuangan daerah

TRANSPARANSI KEBIJAIGNI PUBLIK DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH

Selain adanyz akuntabilias dan partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran , transparansi

anggaxan iuga dipedukan untuk meniogkatkan p€ngav/asafl . Transparansi merupakan salah

satu prinsip darigoodgouerflance.Tr'anspatansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas,

seluruh proses pemerntahan, Iembaga-lembaga dan informasi pedu diakses oleh pihak-pihak
yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadar agar dapat dimengerti dan
dipantau.

Anggatanyang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa
kdteria berikut:

1,. Terdapatpengumuman kebijakan 
^rrgg 

r^f,
2. Tersedia dokumen anggaon danmudah diakses

3. Tetsedia laporan pertanggungjawaban yang tepatwaktu

4. Terakomodasinya suara/usulan nkyat
5. Terdapat sistem pemberian infotmasi kepada publik

Menutut penuiis asumsinya semakin transparan kebijakan pub]ik yang dalam hal ini adalah
APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena
masyankat juga tetlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebur. Sehingga hipotesis
p enelitiann ny a adalah:

Hn: Ttansparansi kebiiakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan arrta:;a.

pengetahuan dewan ten tang anggafindengan pengawasan keuangan daerah.

MODELPENELITIAN
Berdasatkan hipotesis variabel-variabel penelitian seperti yang diajukan di atas, maka model

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 1):



JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI VOL. I2 NO. 2 JULI 2OI 'I

Pengetahuan dewan

tentang anggaran fr
Pengawasan keuangan

daerah (APBD)

. Akuntabilitas

. Partisipasi masyarakat

' Transparansi Kebijakan Publik

GAMBAB 1. AKUNTABILIIAS, PARTISIPASI MASYARAI(AI, DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBTIK

SEBAGAI PEMODEBATING HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)

METODE PENELITIAN

POPUI.ASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dewan DPRD di kota Bengkulu. Sampel

penelitian ini adalah aflggota dewan di komisi C dikarenakan di komisi ini sangat erat

hubungannya dengan anggarar,. Dzta dipetoleh dengan membuat daftx pert^nyaan

(kuesioner) yang dibuat oleh Sopinah Q002), kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan

dengan situasi dan teori yang terkait. Penyebaran kuesioner dilakukzla secar^ langsung

(kuesioner diantarkan langsung ke responden yarrg bersangkutan) untuk anggota dewan yang

bertempat di kota Bengkulu. Kuesioner disebarkan sebanyak 30 eksemplar dikarenakan jumlah

anggota dewan pada komisi anggaran di DPRD di kota Bengkulu betjumlah 30 orang.

Untuk melengkapi datz tentzng karakteristik responden, berikut disajikan data deskriptif

dalam tabel3.l

TABET 1. STAilSTtK DESKRIPTIF RESPOilDEil

Keterangan Jumlah Persentase

Jenis Kelamin
. Pria
. Wanita

27

3

90%

10%

Pendidikan
. SMA

'sl
's2. Paket C

t0
17

1

2

3070

61%

3o/o

6%

Sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan ualidiry and reliabiliry tust atas

data tersebut. Uji ini dilakukan untuk mengetahui akurasi dan konsisten data yang dikumpulkan

dati penggunaan pengukuran (Huck dan Cormie41.996;Har,1.995). Setelah dilakukan ualidig

and re liabilifl test,barulahdiadakan pengujian asumsi klasik.

PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Uii validitas bertujuan untukmengukur kualitas instrumen yarrg digunakan, dan

menunjukkan tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu
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konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hafu et at., 199E. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan analisis faktor. Datayangdapat dilakukan analisis faktor bttaKaiser's MSAdi atas

0,5(Kaiser&Nce,2974)danitemyangdimasukkandalamanalisis faktoradalahitem-itemyang
memthl<tfactorloading di atas 0,40 (Chia, 1995).

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbacb alpha tntuk mengufi kelayakan

terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Instrumen dikatakan reliable zpabila

memiliki cronbacb alpha lebih dari 0.5 (I.{unally, 1967). Hasil dari pengujian vbliditas dan

reliabiiitas tedihat pad atabel3.2 dtbawah ini.

TABEI.2. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS DAN REIIABIIITAS

Variabel Cronbach Alpha Kaiser's MSA Factor Loading

PDTA

PKD

PM

AKt
TKP

0.666

0.775
0.665

0.774
0.774

0.562
0.513

0.531

0.533

0.513

0.594- 0.741

0.452 * 0.998
0.639 - 0.996
0.639 - 0.996
0.639 - 0.996

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Akuntabiltas
Transparansi Kebijakan Publik
Partisi pasi Masyarakat
Pengawasan Keuangan Daerah

Dari tabel di atas terlihat bahwasanya semua variabel yang akan diuji, telah valid dan reliable.
Dengan demikian semua item pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini

IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN VARIABEL
Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua variabel, yakni

vadabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terditi
dad: pengetahuan dewan tentang 

^rrggarufl, 
partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan

transParansi kebijakan publik. Dan sebagai variabel dependen adalah pengawasan keuangan
daetah (APBD).

a. PengetahuanAnggaran

Pengetahuan adalah persepsi responden tentang 
^nggaran 

(R.APBD/APBD) dan deteksi
terhadap pemborosan atau kegagalan, dan keboco rarLanggatzrn.

b. Partsipasi Masyarakat

Partisipasi masyankat adalah keterlibatan masyarukat dalam setiap aktivitas proses
penganggaranyangdilakukan oleh dewanpada saatpen),usunan arah dan kebijakan, penentu

" strategi dan prioritas serta advokasi anggaran.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (dewan/agent) untuk
memberikan pertaflggungiawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pembed amanah

Ket PDTA =
AKT

TKP

PM

PKD =



i
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(masyztakat/principat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungi awaban tetsebut.

d. Transparansi Kebiiakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah zdanya ketetbukaan tentang anggaran yang mudah

diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik metupakan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah dan s ebagai keputusan yang memPunyai tui uan tef tentu.

e. Pengawasan I(euanganDaenh

pengawasan keuangan daerah adalahpengav/asan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi

pengawasn pada saer- Penflsunafl, pengesahan, pelaksanaan, darr Peftanggungawaban

anggar n(APBD).

PENGUKURANVARIABEL
Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu mengukur sikap dengan

menyatakan setuiu atau ketidak setuiuannya terhadap Peftafiyzianyang diaiukan dengan skor 5

(SS=Sangat Setuiu), 4 (S=Setuiu, 3 (I*I=TidakTahu,2 (fS=Tidak Setuiu), dan 1 (STS=Sangat

TidakSetuju)

METODEANALISIS
Alat analisis untuk menguii hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis

berganda (multrple regression). Pengolahan data dilakukan dengan SPSS versi 10 fot windows.

Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regtesi berganda yang digunakan bebas dari

pelanggarun asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinteqprestasikan dengan tepat'

Persamaan regtesi untuk menguii hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Untukmengujihipotesis 1 (H,)

Y=a+ 0,X, * e...... ......(1)

Dimana:Y = Pengawasan KeuanganDaetah (APBD)

o( = I(onstanta

X, = Pengetahuan dewan tentangaflggmafi

2. Untukmenguji hipotesis 2 (H2)

Y= a* 9,X, * Fr& + 9rX,&+ e.... .........Q)

Dimana: Y

0(

= Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

= Konstanta

= Pengetahuan dewan tentang anggaran

= Partisipasi masyarakat

x1

x,
X,,& = Intetaksi antaraX,danX,

9, FrP, = I(oefisienRegtesi

Untuk menguji hipotesis 3 (H3)

Y = a* F,X, * p.x, + 9uX,& + e.. '.........'(3)

ii

i
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Dimana:Y = PengawasanKeuanganDaerah(APBD)

& = Akuntabilitas

X,,& = Interaksi antaraxrdanx3

F, 9nF, = KoefisienRegresi

4. Untukmenguiihipotesis 4 (H4)

Y = a+ F,X, * F.& + FrXr& * e.............(4)
Dimana:Y = PengawasanKeuanganDaetah(APBD)

& = Transparansikebijakanpublik

X,,& = Interaksi antaraX,danX,

p, 9u9, = KoefisienRegresi

AI{ALISIS DATA

StatistikDeskriptif

Analisa data didasatkan dad iawaban responden yang terkumpul sebanyak 30 responden,

Dzd datayang diperoleh maka dapat diketahui statistik deskriptif seperti tampak pad a tabel 4.i,

berikuc

TABEL 3. STATISTIK DESKRI T|F VARIABET PENELTTIAN

Variabel N Kisaran
Teoritis

Kisaran Aktual Rat Rata Standar
Deviasi

PKD

PDTA

PM

TKP

AKT

30

30

30

30

30

r2-60
4 -20
7-35
5 -25
5-25

2,83 - 4,67

3,00 - 4,75

2,71 - 4,71

2,80 - 4,60

2,80 - 4.60

3,936

3,950

3,942
4,013

4,006

0,428

0,432
0,538

0,495

0,507

Dari statistik deskriptif di atas ampaklah bahwasanya semua variabel berada pa da nillr nta-
nta 3 dar. 4 dan ini menunjukkan bahwa responden banyak yang setuju dari item-item
pefiafiy^Ln yang peneliti ajukan (adarrya pengetahuan pemahaman responden terhadap item
pertanyaaflyang diaiukan sudah baik.

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK
Penguiian Multikoline aritas

Multikolinearitas adalahsuatu keada^ny^flgmenggambarkan adanya hubungan [near yang
sempurna atau pasti diantanbeberapa atau semua variabel independen dari model yang diteliti

Q)amodar, 1995). Multikolinearitas akan mengakibatkan koefisien regresi tidak pasti atau
mengakibatkan kesalahan standarnya menjadi tidak terhingga sehingga menimbulkan bias

spesifikasi.

Hair dkk (1995) menawarkan cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas ini, yaitu

dengan melihat besarnya nrlu tolerance aatae (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilu tolerance
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mendekati angka satu, ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitzs. fungkasan hasil

pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4. 2 di bawah ini

TABET d. HASII PENGUJIAN MUTTIKOTINEARITAS

Persamaan Collinearfu Statistics Keterangan

Tolerance vtF

1. Y: a*prX,* e

2. Y = oc*FrXr*pax2+p3Xlxz+e

3. Y : a*p,X,*poXr+puX,X,+e
4. Y : a*8,X,*B^Xn+0,X,Xo+e

1,000

0,234
0,177

0,105

1,000

4,255

8,320

2,175

Bebas

Bebas

Bebas

Bebas

Dari hasil tabel4.2 dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi

multikolinearitas.

Penguiian Kenotmalan Data

Pengujian normalitas data dilakukan dengan meflggunakan Kolnogorof-Smirnof pada alpba

sebesar 5%.Jlkanilai signifikansi dari pengujian Kolnogorof-Smirnofleblh besar dari 0.05 berarti

datanormal. Ringkasan hasil pengujian dapat dilihztpzdatabel4.3 di bawah ini.

TABET 5. HASIT PENGUJIAN IGNORMALAN DATA

Variabel N Signifikansi Keterangan

PKD

PDTA

PM

TKP

AKT

30

30

30

30

30

0,338

0,289

0,145

0,r30
0.125

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Dari hasil di atas secara umurn p-ualae nyalebih besar dari 0,05 dan ini menunjukkan datay^ng

digunakan adalah notmal.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adaiah dengan

menggunakan persamaan regtesi be rgandayangdisesuaikan pada variabel moderatingnya.

Dari hasil tabel analisis korelasi (tabel4.4) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang

arlgg r^tt (X,), pattsipasi masyatakat Qq, ttansparansi kebijakan publik [,), dan akuntabilitas

(X) dengan pengav/asan keuangan dae:rzrL. [) pada tingkat signifikansi 1% (p< 0,01) dengan

koefisien korelasi 0,850; 0,933;0,91.6; dan 0,913. Hal ini menuniukkan terdapatnya hubungan

yang positif antarapengetahuan dewan tentang znggarzn, akuntabilitas, partsipasi masyarakat.

dan transparansi kebijakan pubJik dengan peflgau/asan keuangan daerah. Semakin tinggi

pengetahuan dewan tentang aflggatafl, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi

kebijakan publik maka semakin tinggi pula tingkat peng w^san keuangan daerah.
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TABEL 6. INTERKORELASI ANIAR VARIABET

Y x, x, X" X,
PKD ffl.000

PDTA (X,} 0,850, 1,000

PM (X,, 0.933 0.875 1.000

TKP (X,} 0.916 0,808 0,906 1,000

AKT fi,I 0,913 0,810 0,908 0,998 r,000
**Siqnifikan 

oada (o<0.01 )

PENGUJTANHTPOTESA(1)

Tuiuan Penguiian ini adalah untuk melihat apakah pengetahuan dewan tentang 
^nggarar:-

betpengaruh terhadap pengaurasan keuangan daerah. Hasil analisa regresi untuk model (1)

tersaji dalam tabel 4.5.

TABET 
'. 

HASIT PTTGUJNil HIPOTESIS T

{ PENGARU H PETIGETAIIUA]I DEWATI IETTTANG AN G GARAN TE R HA DAP

PETGAWASAil IEUAilGAil DAEHAH)

Simbol Variabel Koeftnln
BGta

lllai
focfibia

Standar

Error

T - value p

x, PDTA I' 0,843 0,099 8,543 0,000
Konstansta il. 0.608 0,392 1,552 0,000

R2= 72,30 % F = 72,g7i p=0,000 n:30 TS = TidakSionifikan

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil penguiian tetsebut adalah:

Y = 01608 + 0,843 )q
Pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentaflg anggaran (R.)

sebesar7},3}o/o dengatrrilai F = 72,975 dansififilrrnp zdalr -0,000.
Menurut hasil analisis pada tabel4.5, pengeuhuan deuran tenta rrganggarrnbernilai koefisien

positif sebesar 0.608 dengan tingkat signifik^n paazp = 0,000 yang artinya adanyapengaruh

yang kuat antara pengetahuan dewan tentang aflggaran terhadap pengav/asan keuangan daerah.

Dengan demikian hipotesis (1) yang menyatakan bahwa "Pengetabaan dewan tentang anggaran

berpengaru b signfi kan terbadap peryauaran keungan drralt" dapat diterima.

PENGUJTANHTPOTESA(2)

Tuiuan penguiian ini adalah untuk melihat apakah akuntabilitas mempengaruhi hubungan
antata pengetahuan dewan tenang Lnggar:an dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil
analisa regresi untuk model (2) tersaji dalam tabel4.6.
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TABET 8. HASIT PENGUJIAN HIPOTESIS 2

(AKUNTABITITAS MEMPENGARUHI HU BUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN

TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH}

Simbol Variabel Koefisien
Beta

Nilai
Koefisien

Standar

Error

T - value p

X, PDTA opr -0,293 0,584 -0,295 0,000

X. AKT o
Pd 0,026 0,500 0,053 0,000

X, X, Moderatinu Bt 0,1 49 0,1 39 L071 0,005

Konstansta a 2,598 2,010 1,292 0,000

R2: 87,40o/o F = 60,166 p :0 00 n: 30 TS : Tidak Sl

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil penguiian tersebutadalah:

Y = 2,589 -0,293 Xr+ 0,026 X3 + 0,149 &X3

Pengawasan keuangan publik dif elaskan oleh pengetahuan dewan tentang aflg garafldan iuga

dipengaruhi oleh akuntabilitas @) sebesar 87,4\o/odengan nilai F = 60,166 dan signifikanpada

1= o,ooo.

Menurut hasil analisis pada tabel4.6, hubungan 
^ntzrz 

akuntabilitas dengan pengetahuan

dewan tentang anggaran bernilai koefisien positif sebesar 0.149 dengan tingkat signifikan pada

p = 0,000 yzng 
^rtlflya 

akuntabilitas. mempunyai pengaruh modetating tethadap hubungan

afltalra pengetahuan dewan tentaflg angg t^tt dengan pengawasan keuangan daerah. Dengan

demikian hipotesis (3) yang menyat*kan bahwa "Akantabilitas berpengarub signfikan terbadap

bubungan antara pengetabuan dewan tentang angaran d.engan pengawasan keuangan daerab" harts

diterima.

PENGUIIANHIPOTESA(3)

Pengufian ini dilakukan untuk melihat apakah partisipasi masyarukat mempengaruhi

hubungan antarz- pengetahuan dewan tentang zfigg rzfi dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisa regresi untuk model (3) tersaji dalamtabel4.T di bawah ini.

TABET 9. HASIT PENGUJIAN HIPOTESIS 3

(PARTISIPASI MASYARAKAT MEM PENGARU HI HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN

TENTANG ANGGABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH)

Simbol Variabel Koefisien
Beta

Nilai
Koefisien

Standar

Error

T - value p

x PDTA o
l-,1 I -0,157 0.580 -0,270 0,000

X, PM B, 0,389 0,489 0,794 0,000

X, X, Moderatinq o
Pl 0,072 0,136 0,532 0.004

Konstansta d 1,876 1,968 0,953 0.005

R2: 87,70 o/o F :61,725 P :0,000 n: 30 TS : Tidaklignifikan

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut adalah:

Y = 1.876 - 0,757 X, + 0,389 X, + 0,072 X,X,
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Pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang ang ga:afldan juga

dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat @) sebesar 87,700 dengan nilai F = 61,725 dan

signifikan p 
^d^ 

p = 0,000.

Menutut hasil analisis pada tabel4.7 di atas, hubungan afltar^partisipasi masyarakatdengan

pengetahuan dewan tentang zrLggatun bernilai koefisien positif sebesar 0.072 dengan tingkat

signifikan pad^p = 0,000 yang attinya partisipasi masyarakat mempunyai peflgaruh moderating

terhadap hubungan atttzra pengetahuan dewan tentang angg ratt dengan pengawasan

keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis Q) yangmenyatakan bahwa "Partisipasi maslarakat

berpengarult signtfikan terbad@ bubungan antara pengetahaan dewan tentang angaran dengan pengawasan

keuangan daerab" idak dapat dapat ditolak.

PENGUJIANHIPOTESA(4)

Tujuan pengujian ini zdaTah untuk melihat apakah transparansi kebifakan publik

memPengaruhi hubungzfl afltara pengetahuan dewan tentang znggarrzln dengan pengawasan

keuangan daerah. Hasil analisa regresi untuk model (4) tetsaji dalam tabel4.8.

TABEL 10. HASIL PENGUJIAI{ HIPOTESIS 4

( TBANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK MEMPENGARUHI HUBUNGAN ANTABA PENGETAHUAN DEWAN

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebu t adalah:

Y = 2,312-0,233 X1 + 0,101)d.4+ 2,312\X4
Pengawasan keuangan publik dijelaskan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran dan iuga

dipengaruhi oleh transparansi kebijakan publik (R.) sebesar 87,}Oohdengan nilai F = 62,54 dan

signifikan p ada 1r = 0,000.

Menurut hasil analisis pada tabel4.8, hubungan 
^ntatatranparansi 

kebijakan publik ciengan

pengetahuan dewan tentang aruggzran bernilai koefisien positif sebesar 0.134 dengan tingkat

signifikan pada p = 0,000 yang arttnya transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh

moderating terhadap hubungan 
^rrtara 

pengetahuan dewa_n tentang anggaran dengan

Pengav/asan keuangan daetah. Dengan demikian hipotesis (4) yang menyatakan bahwa

'nltansparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan

dewan tentang ang gann dengan pengawasan keuangan daerah" dapat diterima.

TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN IGUANGAN DAERAH}

Simbol Variabel Koefisien
Beta

Nilai
Koefisien

Standar

Error

T - value p

x, PDTA a
lJr -0,233 0,576 -0,405 0,000

& TKP a
PA 0.1 01 0,497 0,203 0,000

X, X, Moderatinq otl? 0,1 34 0,1381 0,970 0,000
Konstansta d. 2,312 1,993 1.'t60 0,000

R2 =87,80 F = 62,54 p :0,000 n: 30 TS = Tidak Sionifikan
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SIMPUTAN DAN IMPIIKASI
SIMPULAN

1. Dari hasil penguiian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang ar,ggaran
terhadap peflgawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu
menuniukkan hubung^n y^og sangat signifikan dengan tingkat signifikan 0,000. Ini
menunjukkan bahwa anggota dewan sadat bahwasanya pengetahuan tentang 

^nggryan
harus mudak mereka kuasai dalam t angka pengaurasan terhadap keuangan d aerah nanttnya.

2. Selain pengujian dilakukan dengan regresi sederhana, peneliti juga menggunakan regresi

berganda untuk melihat bagaimanapengetahuan dewan terhadap anggar^njika dipengaruhi
dengan adanya partisipasi mzsyankzt, akuntabilitos, dan transparansi kebijakan publik
terhadap pengu/asan keuangan daerah. Hasilnya menuniukkrn bahwa semua variable yang

peneliti turunkan yaittt partisipasi masyatakat, transparansi kebifakan publik serta

akuntabilitas, yalrg disebut dengan variabel moderating semuanya ikut mempengaruhi
hubungan 

^rrtz,ra 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan

publik secara signifikan dengan tingkat signifikan 0,000.

3' Semua hiPotesa yang peneliti ajukan, semuanya ditedma dengan tingkat signifikan 0,000.

IMPLIKASI
1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi semua anggota dewan bahwsanya

betapa pentingnya pengetahuan tentang anggaran dalem rangka pengawasan keuangan

daerah. Sehingga pada saatpenyusunan/penyetui,,rn suatu anggaran khususnya keuangan

daerah nantinya, benar-benar bisa lebih akuraq akunable sera transparansi pada publik.
2. Dapat memberikan masukan padakteratur-literatur maupun penelitian yang berhubungan

dengan keu angan daenh dan akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia.

3. Dapatmempetluas hasil-hasil penelitian sebelumnya, khususnya yeng berhubungan dengan
faktor-faktor kontijensi yang mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang
anggatan dengan pengav/asan keuangan daerah.
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TAIIIIPIRAN TEMBARAN KU ESIONER

Mohon Bapak/lbu menjawab dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan dari SS (5) hingga

STS ( 1 ) terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini:

Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh

eksekutif dapat sava pahami

Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, saya

Saya mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di

No Pernyataan SS s TT TS STS

Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan

masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum

APBD

2 Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat

menentukan strateqi dan proioritas APBD

3 Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka

menvusun APBD

4 Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi
ano0aran

5 Saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif
menqkonsultasikan atas rancanqan APBD

6 Saran dan kritik darimasyarakat saya kira dapat dijadikan
pertimbanqan untuk merivisi anooaran

7 Jika terjadi perubahan kebijakan dalam APBD biasanya
dewan mensosialisasikan dalam masvarakat

Menurut saya pengumuman kebijakan anggaran kepada

Selama ini menurut saya masyarakat mudah mengakses

Laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan

selama ini sudah tepat waktu
Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat

dan meninqkatkan suara/usulan

Adanya system pemberian informasi kepada publik bagi

t



ISMA CORYANATA
Akuntobilitos, Portisiposi Mosyorokoi, don Tronsporonsi Kebiiokon Publik Sebogoi Pemoderoting Hubungon Pengetohuon

Dewon Tenl,ong Anggoron don Pengowoson Keuongon Doeroh (APBD)

Data demografi (mohon dibed tanda sitang (x| dan juga isitah sesuai dengan data pribadi BapaMbu:

l. Umur.......................tahun

2. Jenis kelamin: pria n wanita I

3. Pendidikan Terakhir: St f] 52 E $ E

4. Jabatan di organisasi..

5. Lamanya di jabatan sekarang...... ..... tahun

6. Lamanya bekerja di organisasi ini......................tahun

Saya terlibat dalammemberikanmasukan saat penyusunan

arah dan kebiiakan umum APBD

Analisis politik saya lakukan dalam rangka menyusun
APBD

Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam

Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah

Saya merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azaz

Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan
triwulanan/bulanan vano dibuat eksekutif

Saya meminta keterangan atasa laporan
pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan

Jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD saya kira harrya

karena ketidakcermatan dalam menqhituno nota

Akuntabilitas
No Pernvataan SS S TT TS STS

1 Saya merasa perlu untuk memberikan
pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang
meniadi tanoounoiawab sava keoada masvarakat

2 Menurut saya masyarakat mempunyai hak untuk meminta
pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang telah
diamanahkan kepada anqqota dewan

3 Saya perlu meminta pertanggungjawaban jika terdapa
kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran dari
BupatifltValikota

4 Saya merasa DPRD sekaranq telah akuntable

5 Menurut saya akuntabilitas sangat diperlukan dalam
meningkatkan kineria dari suatu lembaqa terutama DPRD

Terima Kasih




